WALI KOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE
NOMORZ3 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN
PEMBANTU, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
LINGKUP DINAS KESEHATAN KOTA PAREPARE
TAHUN AUGGARAN 2022

WALI KOTA PAREPARE,

Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2022, maka
perlu  menetapkan Kuas Pengguna Anggaran, Bendahara
Penerimaan Pembantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Lingkup Dinas Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali kota Parepare;

Mengingat : ). Undang-Undang Naomor 29 Tahun 1939 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1939 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822);

[

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19), dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-
19), dan atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516;

‘4. Undang-undang...
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Dacrah (Lembaran Negara Repub

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) scbagaimuna telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan  antara Pemerintah  Pusat  dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

2014 tentang Pemerintahan
lik Indonesia Tahun 2014

Pcraturan‘ Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tamb

ahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

h

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

~l

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 127);

- Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanje Daerah Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2021 Nomor 9);

10. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 73 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (Berita Daerah

Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2018

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Parepare (Berita

Daerah Kota Parepare Tahun 2018 Nomor 12); .

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN KUASA
PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU LINGKUP DINAS
KESEHATAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2022,

Menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan
Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkup Dinas
Kesehatan Kota Parepare Tahun Anggaran 2022, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
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KEDUA : 4. Kuasa Penggura Anggaran scbagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU memiliki kewenangan sebagai berikut :

L.

)

mclakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban angaran belanja;

melaksanakan anggaran Unit SKPD yang dipimpinnya;
melakuken  pengujien  atas  tegihan dan  memerintahkan
pembayaran;

. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

meclaksanakan pcmungutan retribusi dacrah;

mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya;

melaksanakan tugas KPA lainnya scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

b. Kuasa Pengguna Anggaran pada uait organisasi bersifat khusus
memiliki tugas sebagal berilaat «

L.
2.

menyusun RKA-Unit Organisasi Bersifat Khusus;
menyusun DPA-SKPD Unit Organisasi Bersifat Khusus;

3. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas
beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
4. melaksanakan anggaran pada unit organisasi bersifat khusus
yang dipimpinnya;
S. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayaran;
6. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain
dalam batas anggaran yang telah ditetapkan,
8. menandatangani SPM; :
9. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung
jawab SKPD yang dipimpinnya;
10. menyusun dan- menyampaikan laporan keuangan unit
organisasi bersifat khusus yang dipimpinnya;
11. mengawasi pelaksanaan anggaran pada unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya;
12. menetapkan PPTK dan PPK-Unit SKPD
13. menetapkan pejabat lainnya dalam unit organisasi bersifat
khusus yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan
daerah, dan
14. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
KETIGA : Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran

Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
melaksanakan tugas sebagai berikut :

a. Bendahara Penerimaan Pembantu :

1. menerima, menyimpan dan menyetorkan sejumlah uang
dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan daerah
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

2, meminta bukti transaksi atas pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

3. melakukan verifikasi dan rekonsiliasi dengan Bank yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah,;



KEPUTUSAN WALI KOTA PAREPARE
NOMOR ¢ G ' 2
TANGGAL " tdl 22

-

4. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditetapkan;

5. menatausahakan dan mcempertanggungjawabkan
pendapatan dacrah yang diterimanya; dan

6. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan pendapatan dasrah.

b. Bendahara Pengeluaran Pembantu :

I. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU
dan SPP-LS;

2. menerima den menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

3. menerima dan menyimpan TU dari BUD;

4. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang
dikelolanya;

S. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

6. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

7. memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

8. membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara
fungsional kepada Bendahara Pengcluaran secara periodik.

KEEMPAT :  Segala biaya yang dibutuhkan sehubungan dengan pelaksanaan
Keputusan ini dibebankan pada komponen biaya umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada setiap
Perangkat Daerah.

KELIMA :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022 dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka
akan dilakukan pefbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Parepare 3
pada tanggal 26 Jrourri 2022 ‘

WALI KOTA PAREPARE,

Tembusan :
1. Ketua DPRD Kota Parepare di Parepare

2. Inspektur Daerah Kota Parepare di Parepare
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Parepare di Parepare
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